
 

 

 

 
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PRINGSEWU 

Kompleks Perkantoran Pemkab Pringsewu 
No.tlp/fax  : (0729) 4310097  

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  

Disahkan Oleh 
 

Nama SOP Uji konsekuensi Informasi Publik 

Dasar Hukum : Sasaran Pelaksanaan : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1026); 

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Monitoring dan Evaluasi; 

1. Masyarakat Umum 
2. Partai Politik Peserta Pemilu. 
3. Bawaslu Kabupaten 
4. Stakeholder 

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 

1. Atasan PPID 

2. PPID Utama 
3. PPID Pembantu 
4. Tim Pertimbangan 

1. Komputer/Laptop 
2. Camera 
3. ATK 
4. SDM 
5. Media Sosial 
6. Website PPID 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

1. Jika tidak sesuai dengan jenis Informasi yang di berikan akan berpotensi terjadi sengketa informasi 1. Daftar hadir dan Register Informasi 
2. Tanda Terima / Expedisi 



 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU 
 

 

 
No KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

TIM KETERANGAN 

PPID PELAKSANA PPID PERTIMBANGAN ATASAN PPID KELENGKAPAN WAKTU OUT PUT 
 

1 Mengumpulkan informasi dan 

dokumentasi publik yang dikuasai oleh 

PPID Pembantu 

 

Mulai 

Daftar Informasi 

Publik 

Tentatif Daftar Informasi 

Publik 

 

2 Melakukan kajian atas informasi/dokumen 

yang tidak termasuk dalam DIP dengan 

melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan 

Informasi. 

3 Mengklasifikasikan informasi yang 

dikecualikan berdasarkan jangka waktu 

penyesuaian informasi dan mengubah 

informasi yang dikecualikan jika telah 

habis jangka waktu pengecualiannya 

4 PPID Utama bersama Tim Pertimbangan 

membuat draft Daftar Informasi yang 

Dikecualikan yang akan diajukan kepada 

Atasan PPID 

 
5 PPID Utama mengajukan draft Daftar 

Informasi yang Dikecualikan 

 
 
 
 
 
 

 
Tidak 

Rahasia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rahasia 

 

UU KIP 14 Tahun 

2008 dan PERKI 1 

Tahun 2010 

 

Lembar 

Pertimbangan Uji 

Konsekuensi 

 
 

Lembar 

Pertimbangan Uji 

Konsekuensi 

 

 
Draft Informasi 

yang Dikecualikan 

 
Tentatif 

 
 
 

Tentatif 

 
 
 
 

Tentatif 

 
 
 

 
Tentatif 

 

Draft Kajian 

Informasi yang tidak 

termasuk dalam DIP 

 

Draf Daftar 

Informasi yang 

dikecualikan; Daftar 

Informasi Publik 

 

Draft Daftar 

Informasi yang 

Dikecualikan 

 

 
Daftar Daftar 

Informasi yang 

Dikecualikan 

 
 

 
Selesai 


